NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : NK-005/1.DIV4.2/LPSK/IV/2016
NOMOR : KEP-212/A/JA/04/2016

TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan April tahun Dua Ribu

Enam Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.

II.

ABDUL HARIS SEMENDAWAI, Kctua Lembaga Perlindungan- Saksi dan
Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban, yang berkedudukan  di Jalan
Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat 10320, untuk selanjutnya discbut

schagai PIHAK PERTAMA.

H.M. PRASETYO, Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, vang
berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12840, untuk sclanjuinya discbut schagai PIHAK

KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sccara bersama-sama sclanjutnya
discbut PARA PIHAK, mcncrangkan terlebih dahulu sebagai berikut



a. bahwa PIHAK PERTAMA adaiah iembaga vang bertugas dan berwenang
untuk  memberikan perlindungan dan hak-hak  Tain kepada  Salksi
dan/atau Korban schagaimana diatur dalam perundang-undangan;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalalh Lembaga Pemerintahan  yvang
melaksanakan  kekuasaan negara di bidang  penuniutan  serla

kewenangan Jain berdasarkan Undang Undang.

PARA PIHAK scpakat untuk melakukan perpanjangan dan perubahan Nota
Kesepahaman Nomor NEK-O03/1.6/LPSK/IV/2011 dan Nomor © KEP.
OOY/ASIA 0472011 tentang  Perbindungan Saksi  dan Korban, dalam
menjalankan tugas,  (ungsi  dan wewenang - yang  berkenaan  dengan

perlindungan Saksi dan Korban tndak prelam.

Perpanjangan dan perubahan yang dimaksud di atas tetap memelihara

norma dan ctika yang diatur dalam Nola Resepahaman lama dengan rovisi

yvang bersifat penguatan.

Mengingal peraturan perandang-undangarn:

LoUndang-Undang Nomor 8 Tahun 198 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik indonesia Takhun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32041);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Ov,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 401,

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlimdungan Saksi dan
Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor O,
Tambaban  Lembaran Negara  Republik Indonesin Nomor 4635,
schagaimana 1clah diubah dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban {Lermbiaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20119 Nomor 293, Tambahan  Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5602);



4. Peraturan  Pemerintalh Nomor 44 Tahun 2008 tentang  Pemberian
Kompensasi, Restitusi, dan  Bantuan Kepada  Sakst dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor A860],

Berdasarkan pertimbangan  (ersebut di alas,  PARA PIHAK  scpakal
meningkatkan kerja sama  perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak

pidana berdasarkan ketentuan yang tertuang di bhawah ini:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1} Nota Kesepakatan ini dimaksudkan schagai pedoman PARA PIHAK
dalam  meningkatkan  kerja sama pelaksanaan perlindungan  Salks;
dan/atau Korban tindak pidana,

(2} Nota Kesepakatan ini hertujuan uiul mewujudican perlimdungan pada

Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana.

PRINSIP-PRINSIP
Pasal 2
Nota Kesepakatan ini didasarkan atas Prinsip-prinsip:
a. kesclaraan dalam mengemban Lugas dan WOWCTTANE:
L. koordinasi, integrasi, stmplifilcasi, dan sinkronisasi (KISSy
<. kecepatan dan ketepatan dalam bertindak; dan

d.omemperhatikan ketentuan vang hortaku,

RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:
a. Perhndungan dilakukan pada Saksi dan Korban tndak pidana:
1. korupsi;

2. terorisme;



d.

.

3. narkotika;

4. pelanggaran hak asasi manusia yang boral;
DL pencucian uang;

6. perdagangan orang;

7. Penyiksaan,

x

perganiayaan herat;

Y. kekerasan seksual: dan

10, tindak pidana lain yvang mengakibatkan posist saks) dan korban
dihadapkan pada situasi yang sangal mem halayakan jiwanya;

Pelaksanaan perindungan wertuju pada:

L. Pelapor Unformoan whistieblower):

2. Saksi (participant whistieblower wermasuk Korban vang dijadikan
Saldest;

3. Ahl yang diminta keterangan dalam proses peraditan; dan

4. Saksi Pelaku yang bekerja sama (justice collaboluton;

Pelaksanaan perlindungan vang meliputi favanan bantuan pemenuhan

halk korban dalam proses mendapatkan ganti kerugian dalam wujud;

1. gant rugl;

2. restitust dari pihak pelaku;

3. kompensast dalam bentuk  ganti rugl (restitusi) vang tidak dapat

dipenubi oleh pelaku; dan/atau

4. bantuan medis dan/atauw, psikologd

a1, dan/atau psikososial yvang
diberikan oleh negara:

Moewujudkan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan

Tindakan Hukum Lainnya di bidang Perdata dan Tala Usaha Negara

dalam aklivitas pertindungan Saksi dan Korban;

Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam aktivitas perlindungan saksi

dan korban; dan

Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.



PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN
Pasal 4

(1} Pelaksanaan Nota Kescepakatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ditindaklanjuti dalam Pedoman Kerja yvang dibuat dan disclujui PARA
PIHAK,

{2} Pedoman Kerja sehagaimana dimaksud pada ayvat (1) disusun paling
fama 6 (enam) bulan sctelah penandatanganan Nota Nesepakatan ini.

(3) Pedoman Kerja schagaimana dimaksud pada  ayat {2} ditandatangani
oleh Para Pejabat setingkat I8sclon 1 yang berwenang dan bertanggung
Jawab sccara teknis dalam pelaksanaan ist Pedoman Keria.

(4) Pedoman  Kerja yvang  (elah  ditandatangani oleh PARA  PIHAK
schagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi arahan dan petunjuk
dalam aktivitas perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana yang

&

dilakukan oleh PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN
Pasal 5
(1) Biava yang timbul dalam rangka perlindungan Saksi dan Korban vang
merupakan program PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK
PERTAMA.
(2) Pembiayaan yang menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan dan
kegiatan lamnya dibebankan pada PARA PIHAK sccara proposional,
(3) Pembiayaan pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan
Tidakan Hukum Lamnya di bidang Perdata dan Taa Usaha Negara
an

dalam aluvitas perlindungan saksi dan korban dilakukan sesuai deng

]

e raturan perun ca Ng-un da e,

JANGKA WAKTU
Pasal 6
{1] Nota Kesepakatan imi berlaku untuk jangka waktu 5 {(limal tahun,

terhitung mulai tanggal ditandatangani Nota Kesepakatan ini.



(2) Nota Kesepakatan ini dievaluasi olch PARA PIHAK sccara berkala setiap

6 (cnam) bulan khususnya pada pelaksanaan Pedoman Kerja.

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT
Pasal 7
Apabila  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  penafsiran  dan/atau
pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan disclesaikan sccara musyawarah

untuk muflakat olch PARA PIHAK .

PENUTUP
Pasal 8
(1) Addendum  atau Perubahan dilakukan apabila terdapat hal-hal vang
belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
(2) Nota  Kesepakatan ini berlaku  dan  dapat  diperpanjang  dengan
mcemperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.
(3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan

situasi dan kondisi yang berkembang.

Demikian Nota Kescpakatan ini dibuat dan ditandatangani pada  hari,
tanggal, bulan, tahun dan tempat scbagaimana tersebut di atas dan dibuat
dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan memiliki

kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

P

H. M. PRASETYO




